
Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Lampung 
 

Kakon Way Kunyir Ditahan Dugaan Korupsi APB Pekon 

 
Sumber : https://www.rmollampung.id/kakon-way-kunyir-ditahan-dugaan-korupsi-apb-pekon 

 

 Suparman (44) Kepala Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara 

Kabupaten Pringsewu ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres setempat.  

Suparman, ditangkap dan ditahan atas dugaan terlibat perkara korupsi anggaran pendapatan dan 

belanja (APB) Pekon Eay Kunyir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 280,951,178 juta 

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Feabo Adigo Mayora Pranata mengatakan, penahanan ini 

dilakukan hingga 20 hari ke depan guna mempermudah proses penyidikan yang dilakukan jajarannya. 

"Benar, Kamis (23/12) kemarin kami telah melakukan penangkapan sekaligus penahanan terhadap 

kepala pekon Way Kunyir kecamatan Pagelaran Utara. Atas dugaan terlibat kasus korupsi anggaran 

pendapatan dan belanja Pekon Way Kunyir tahun 2019" kata Feabo mewakili Kapolres AKBP Rio 

Cahyowidi, Jumat (24/12). 

Kasat memaparkan, tahun 2019 Pekon Way Kunyir memiliki APB sebesar Rp. 1.584.568.227. dana 

tersebut berasal dari beberapa sumber antara lain Dana Desa sebesar Rp. 995.761.000, bagi hasil pajak 
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dan retribusi Rp. 18.763.227, alokasi dana Pekon Rp. 512.620.000, dan pendapatan lain lain sebesar Rp. 

57.423.000 

Namun dalam pelaksanaanya tersangka diduga melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Pekon 

tidak sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

"Tersangka selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) mengelola APB tanpa melibatkan Bendahara. 

Kecurangan yang dilakukannya antara lain membuat nota belanja fiktif dan mark up harga belanja 

barang,," jelasnya.  

Setelah dilakukan perhitungan oleh tim audit dari inspektorat kabupaten Pringsewu dari terdapat 

kerugian negara sebesar Rp 280,951,178 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu 

ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) 

"Keuntungan pribadi yang didapatkan tersangka, kemudian dipergunakan untuk membayar hutang dan 

pembiayaan kebutuhan hidup sehari hari" ungkap Feabo 

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 tahun 2021 dengan ancaman 20 tahun 

penjara.  
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Catatan: 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  

13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mengatur mengenai prioritas 

penggunaan dana desa TA 2021 melalui: 

1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 

bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik 

Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar 

lingkungan.  

2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; 
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a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa 

kelaparan; dan 

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta 

mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 

3. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan  

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.   

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 


